
 

 

 
WALIKOTA SURABAYA 

SALINAN 
PERATURAN  WALIKOTA  SURABAYA 

NOMOR  73  TAHUN  2006 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2006  

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN  
PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH  

DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Daerah yang dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta optimalisasi 
pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa 
Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem                    
e-procurement, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan 
Sistem e-Procurement; 

 
b. bahwa dalam rangka memudahkan dan menyamakan 

pemahaman satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam 
menyusun kontrak/surat perjanjian terkait dengan proses 
pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah, perlu 
menyempurnakan contoh bentuk kontrak sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem       
e-Procurement; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan 
Sistem e-Procurement. 

 
 
 

Mengingat.............. 
 
 



 - 2 -

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3955); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3957); 

 
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 

 
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah  

Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa konstruksi; 

 
 
 
 

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya.......... 
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11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 
3/A); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Organisasi  Sekretariat Daerah Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 

tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2005 Nomor 2/D); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya  Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D); 

 
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 

tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D); 

 
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang 

Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 32/E); 

 
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/A) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 57 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 57); 

 
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem                     
e-Procurement (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 
Nomor 14/E). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2006 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN 
PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DENGAN 
SISTEM  E-PROCUREMENT.  

 
 

Pasal I…………… 
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Pasal   I 
 

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem                      
e-Procurement (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006     
Nomor 14/E) khususnya yang mengatur mengenai bentuk surat 
perjanjian diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan 
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya.    

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 16 Oktober 2006 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

ttd 
 
 

BAMBANG DWI HARTONO 
 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 16 Oktober 2006 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

SUKAMTO HADI 
 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 73 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
 

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si. 
Pembina 

NIP. 510 100 822 
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